
 
BERITA DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 
Nomor : 44                    Tahun 2019 

 

PERATURAN  BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 44 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG INTEGRASI PENYELENGGARAAN 

JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : a. bahwa integrasi penyelenggaraan jaminan kesehatan 

daerah ke dalam program jaminan kesehatan nasional 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Integrasi 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam 

Program Jaminan Kesehatan Nasional;  

  b. bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan 

penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

bagi warga Gunungkidul melalui pengisian Surat 
Pernyataan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam uruf a perlu 

diubah dan disempurnakan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 



tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan 

Nasional; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) 

  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 



  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12,13,14 dan 15 hal Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun  2012  tentang  

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun  2012  

tentang  Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746); 

  11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 2); 

  12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 
tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 

Nomor 98) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 

98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 42); 

  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2019 Nomor 17); 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 

2019 TENTANG INTEGRASI PENYELENGGARAAN 

JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. 

 

Pasal I 

Lampiran  huruf B Surat Pernyataan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 

angka 5, angka 6, dan angka 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 

Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah 

ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional diubah, sehingga Lampiran 
Surat Pernyataan Tidak Mampu menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mmemerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Gunungkidul. 

 

 

Ditetapkan di Wonosari 

pada tanggal 19 Agustus 2019 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

    ttd 

 BADINGAH 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal 19 Agustus 2019 

     SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

 ttd 

    DRAJAD RUSWANDONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 44 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 44 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 17 

TAHUN 2019 TENTANG INTEGRASI 

PENYELENGGARAAN JAMINAN 

KESEHATAN DAERAH KE DALAM 

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL 

 
SURAT PERNYATAAN 

SURAT PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

No. KTP : 

Tempat/Tanggal Lahir :  

Agama :  

Pekerjaan : 

Tempat Tinggal : 
 

Merupakan Suami/Istri/Orangtua/Anak dari : 

Nama : 

NIK : 

Alamat : 

Tempat/Tanggal Lahir :  

Pekerjaan : 
 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Jawaban dan keterangan yang saya berikan adalah benar dan sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya. 

2. Dalam memberikan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dalam 

pengaruh dari pihak manapun. 

3. Saya bersumpah, apabila jawaban dan keterangan yang saya berikan 

tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan 

Manusia. 

 



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila 
dikemudian hari ternyata tidak benar, saya siap menerima sanksi sesuai 

dengan agama dan/atau keyakinan serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 (tempat)       (tanggal/bulan/tahun) 

 ……………,……………………………….. 

 Yang membuat Pernyataan, 
 

 

 (Nama terang) 

 ……………………………………. 

 

 

 BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 ttd 

 BADINGAH 
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